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Anggaran ke Terminal Mengwi
DistopTahun 2Ot6

PEMKAB Badung akan menghentikan dana operasional
pengelolaan terminal tipe A dilakukan oleh pemerintah
Minggu (1416).

Terminal Mengwi mulai tahun 2016, karena
pusat. Tampak situasi Termipal Mengwi pada

MANGUPUM, NusaBali
Pemerintah Kabupaten Ba-

dung akan menghentikan sun-
tikan dana operasional Ter-
minal Mengwi saat nanti resmi
diambil alih pemerintah pusat,
terhitung ahun 2016. Sambil
menunggu secara resmi pe-
ngambilalihan tersebut, Dinas
Perhubungan, Komunikasi, dan
Informatika (Dishubkominfo)
termasuk Bagian Aset sedang
melakukan pendataan aset

Aset Pemkab Badung bisa
dihitung tanah seluas 12 hek-
tare. Selain tanah, seiumlah
fasilitas di dalamnya juga milik
Pemkab Badung. Sementara
bangunan merupakan bantuan
pemerinhh pusat

Anggota Komisi II DPRD
Badung Made Wijaya dan Way-
an Suyasa ditemui di gedung
dewan Selasa (16/6J, men-
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gungkapkan, suntikan dana
yang mencapai hampir Rp 2
miliar akan dihentikan tahun
2016 nanti. Sebetulnya; ke-
inginan pemerintah meng:
hentikan per Agustus, tapi
karena pemerintah belum siap
regulasi sehingga penghentian
penyuntikan anggaran secara
resmi per 2016 nanti.

"Keinginan pemerintah di
sini sebetulnya Per Agustus
anggaran sudah distop. Tapi
karena terbentur masalah ke-
siapan anggaran di pemerinth
pusat, maka mulai tahun 2016
(angaran dari pemkab distop,
Red)l' ujar Wijaya.

Bila pemerintah nanti jadi
menghentikan pasokan
anggaran, diharapkan daPat
dialihkan ke program kegiatan
lainnya. "Kon bisa untuk alo-
kasi di Dinas Pariwisata, Dinas

Kebersihan, dan instansi lain
yang membutuhkan," harap
Wijaya diamini Suyasa.

Kabag Aset Pemkab Badung
Wayan Puja secaraterpisah me-
ngatakan, sampai sekarang
masih dalam status menunggu
kepastian dari pemerintah
pusat fika sudah ada kepastian
dari pemerintah pusat, maka
pihaknya segera menyiapkan
administrasi untuk ditind-
akhnjuti. "Kami sifatrya hanya
menyiapkan dari segi pen-
daban aset saia. Semenhra Yang
menangani itu adalah Dis-
hubkominfo," ujar Puja.

Kepala Dishubkominfo Ba-
dung Wayan Weda Dharmaja
mengungkapkan, sebelum res-
mi diambil alih oleh pusat,
maka pihaknya masih mem-
punyai kewajiban untuk men-
gelola Terminal Mengwi.

Pihaknva saat ini masih men-
unggu ireurnluk pelaksana dan
petunjuk teknis pengambila-
lihan pengelolaan Terminal
Mengwi dari Badung ke pusat

Mengenai operasional ter-
minal manbn Camat Abiansemal
ini mengaku sehma ini semua
dibebankan ke Badung. Termasuk
untrrk ga;i pegawai konfak dan
personel hin, sumber gajinYa
memakai APBD Badung. "Kahu
dikelola pusat, otomatis gaji
karyawan jadi urusan Pusat
Kecuali yang berstatus PNS
Badung'paparWeda.

Sekadar mengingatkan oPer-
asional Terminal Mengwi yan-
g merupakan sau-satunya ter-
minal tipe A di Bali, akhirnya
bakal ditarik obh pemerintah
pusat Pengambilalihan ini atas
amanat UU 23/2014 tentang
Pemerintaha Daerah. fr as
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Awasi Penggunaan/
DanaDesflr Dewan'
Rencanakan Sidak

BANGLI, NusaBali
Pihak DPRD Bangli kini tengah

menggencarkan inspeksi menda-
dak (sidak) yang menyasar peng-
gunaan Alokasi Dana Desa (ADD)
di kabupaten berhawa dingin itu.
Sebab, belakangan gelontoran
dana ke desa yang tergolong besar;
dimana, per desa mendapatkan
aliran dana dengan kisaran Rp 500
juta hingga Rp 1 miliar.

"Kita sudah mempelajari soal
ADD ini, begitu cukup bekalkita,
maka akan lakukan sidak ke se-
jumlah desa," ujar Wakil Ketua
DPRD Bangli, I Komang Carles,
didampingi I Nyoman Gelgel Wis-
nawa, saat ditemui di ruang ker-
janya, Selasa (16/6).

Pihaknya menyasar penggu-
naan ADD, kata dia, karena mem-
peroleh masukan dari masyarakat
mengenai penggunaan ADD itu di
desa. Makanya, sidak nanti akan
diarahkan ke pemanfaatan ADD.
"lntinya, kita sudah mengantongi
hal mengenai penggunaan ADD
tersebut,"ujar Carles.

Disinggung desa mana saja
yang bakal disidah Carles enggan
membeberkanya. Begitu pula soal
jadwalnya, pihaknya enggan mem-
berikan bocoran. Namun yang
jelas, dirinya bersama anggota
dewan akan turun ke desa yang
limpahan ADD cukup besar. "Kita
ingin mengecek apakah penggu-
naan ang€aran tersebut memang
sudah sesuai aturan atau hanya
akalan-akalan semata," ujar Carles.

Pihaknya ingin limpahan ADD
ini benar-benar berdampak pada
pembangunan desa dan mampu
meningkatkan kesejahteraan ma-
syarakat. "Kita tidak ingin ADD
besar; malah banyak masyarakat
yang jatuh miskin," ujarnyi.

Selain sidak pengunaan ADD,
pihaknya juga bakal melakukan
sidak ke kawasan Danau Batur,
Dimana, akibat lemahnya penerai
pan aturan banyak pelanggar yang
tedadi. Sebagai awalnya mereka
telah minta ijin sama Jero Gede
Batur "Beliau sudah mempersilah-
kan kita untirk turun ke lapangan
(Danau BaturJi ujarnya.

Sekadar tahu, dari ADD, Ka-
bupaten Bangli akan mendapat-
kan kucuran dana total Rp 19,19
miliar. Sementara Bali pada 2015
mendapat alokasi dana desa
dari pemerintah pusat sebesar
Rp185,4 miliar lebih yang akan
dibagikan kepada 634 desa di
Pulau Dewata. Bali tepatnya akan
mendapat dana desa sebesar
Rp185.428.984.000. Dari jumlah
tersebut, sebanyak 90 persen
akan dibagi rata-dengan'keselu-
ruhan desa penerima, sedangkan
10 persen sisanya berdasarkan
variabel tertentu.

'Variabel yang dimaksud di an.
Franya berdasarkan luas wilayah,
jumlah pendudul<, tingtat kemiski:
nan dan kesulitan topografi. Den-
gan demikian, jika 90 persen dari
Rp 185,4 miliar itu dibagi 634, maka
masing-masing desa di Bali akan
mendapat sekitar Rp263,23 jua.

SelainADD itu, bantuan kepada
dega palaaman atau desa adat dan
subak di Pulau Dewata iuga takka-
lahbesarnya. ahun ini, seriap desa
p3lcaman di Bali akan mendlapat-
kan dana BKK dari Pemprov Bali
sebesar Rp200 juta, sedangkan
setiap subak (petani lahan sawah)
dan subak abian. (lahan keringJ
mendapatkan Rp50 juta. Yang
akan mendapatkan BKK tersebut,
total ada 1.488 desa pakraman dan
lebih dari 2.700 subik 6 cr53
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Dugaan Penyelewengan Anggaran Perdin j

Lagi, Sekretaris DPRD v
Denpasar Diperiksa

DENPASAR, NusaBali
Unurk kedua kalinya, Sekrehris

DPRD Kota Denpasa4, IGN Rai Suta
kembali menjalani pemeriksaan
di Kejaksaan Negeri (KejariJ
Denpasar pada, Selasa (16/6)
terkait dugaan penyelewengan
anggaran perjalanan dinas (Per-
din) di Pemkot Denpasan Kali ini
Rai Suta membawa tumpukan
dokumen hasil Badan Musya-
warah fBamus) DPRD Kota Den-
pasar tentang perjalanan dinas
ahun 2013.

Pemeriksaan kedua Rai Suta ini
sendiri dilakukan selama 3 jam
muhi pukul 09.30 Wita hingga
12.30 Wita oleh jaksa penyidik
Luga Herlianto. Informasi yang
dihimpun, pemeriksaan Sekraran
kali ini berkutat dengan hasil
Bamus terkait perjalanan dinas
DPRD Kota Denpasartahun 2013.
Rai Suta menjehskan jika perj-
ahnan dinas anggota dewan ini
dihasilkan mehlui rapat Bamus.

Sementara Sekwan hanya me-
nerima hasil dan menjahnkannya.
Soal ke mana dan siapa yang
berangkat, serta rekanan atau
tavel mana yang akan menangani
perdin tersebut, juga dihasilkan

dari Bamus. "Setehh dipuurskNn,
baruhh Pejabat Pehksana Tekriis
Kegiatan (PPTR menindakhnjdti
&ngan mehkukan penganggardn
kegiatan Perdin," ujar sumbdr
penyidik Kejari Denpasar.

Sementara i[r, Kasi Intel Syaht-
ir Sagir mengabkan pemeriksadn
Rai Suta merupakan kelanjutan
pemeriksaan sebelumnya yaqg
sempat dilakukan pekan lalp.
Dahm pemeriksaan kali ini, RAi
Suta juga membawa dokumep
terkait hasil Bamus DPRD Kota
Denpasar tenhng perjahnan dinqs
ahun 2013. "Tadi kami dahmi
juga pemeriksaan berkas-berkap
tersebut," jehs Syahrir.

Ia mengatakan penyelidikair
terkait dugaan penyelewenga{r
perjalanan dinas ini sudah ment
capai 80 persen. Ketika ditany{
apakah akan segera melakukail
gelar perkara dan menetapkari
tersangka, Syahrir enggan berl
komentar. "Setelah pemeriksaari
ini kami akan berkordinasi denr
gan Badan Pengawasan Keuangarl
dan Pembangunan (BPKP) Wihr
yah Bali. Untuk mendapatkan
masukan terhadap perkembanga4
kasus ini," pungkasnya. 6h rez
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IalanTol Sokrseririt

AkanTembus Bukit
Jalan tol semula

direncanakan enam
ruas, tetapi tidak

menutup
kemungkinan

bertambah menjadi
tujuh ruas. Yakni

penambahan ruas
Soka Tabanan-
Buleleng Timur

l)ENPASAR, NusaBali
Akibat terbentur oersoalan

pembebasan bhan, rentana pem-
l)angunan proyek Jahn Tol Soka
'fabanan-Seririt Bubbng Pem-
l)rov Bali muiai memikirkan
rnembuka lahan alternatif. Ca-
lanya menembus bukit di

Buleleng. lahn terakhir ini akan
d itempuh Pemprov Bali kalau
upaya pembebasan hhan mentok

Wakil Gubernur Bali I Ketut
Sudikera di Denpasar, Sehsa [16l
6) sore, mengabkan bakal meng-
upayakan jalur tol Soka-Seririt
torwujud bersama ruas jahn tol
hinny4yang direncanakan. Kabu
f(,i pembebasan hhannva susah
karena harga lahan jugi mahal
maka tidak ada jahn hin sehin
nrenyuntik bukit sebagai upaya
memouka talur

"Di negara-negara maju seperti
di China itu bukit dibolonain.
lalannya bagus bisa lurus, -dan

rnemperpendek jalur. Itu kami
uoayakan un k mencari solusi
t€ rakhir kahu pembebasan hhan
sllsah atau mentok. I(alau bwat
perbukitan jush"u pembebasan
hhannya gampang dan anggat:ln-
n),a bbih murah," uiar Sudikerta.

Pembangunan .Jahn Tol Soka-
Seririt terbagi dabm enam ruas..

Yakni ruas I Kuta Sunset Road
Badung-Canggu ruas II Canggu
Badung{anah Lot Tabanan, ruas
III Tanah Lot Tabanan-Soka Tab-
anan, ruas IV Soka Tabanan-Pe-
kutatan lembrana, ruas V Pe-
kutatan Jembrana-Seririt Bul-
ehng, dan ruas VI Beringkit
Mengwi Badung-Sakah Gianyar
Seluruhnya enam ruas tersebut
panjang total mencapai 145
kilometer.

"Nah untuk jalur Seririt kahu
pembebasan hhannya sulit bisa
iahn terakhir menembus bukit
Tidak ada kelokan, lurus," tuur
Sudikerb.

Sudikerta menyebutkan se-
karang proyek senilai Rp 30
triliun lebih ini masih dalam
tahap FS (feasibility study).
Penggarapan FS-nya dihkukan
PT Waskita Karya. FS yang
direncanakan semuh enam ruas
tidak menutup kemungkinan
bertambah menjadi trjuh ruas.

Yakni oenambahan ruas Soka
Tabana-n-Bubbng Timur Tebpi
bkasi pastinya Bubbng Timur di
mana, semuanya masih dtkaji
dahm Fs" "Nanti bisa berben!.rk
huruf Y yang menuiu jalur Bu-
bbng. Bubbng Barat satr ruas dan
Bubbng Timur satu ruas. Kami di
PemDr0v Bali trrut memberikan
masukan-masukan. Termasuk
masukan sebuah solusi mem-
buka iahu menembus bukit F5-
nya masih dikerjakan. Mungkin
akhir 2015 ini Fs-nya sudah ada
gambaran," kab Sudikera.

Soal pembiayaan tidak ada
perubahan? Kata Sudikerta biaya
pembangunan fabn Tol Soka-
Seririt ini Fs-nya menggunakan
dana APBN. Sementara untuk
pembangunannya yang diperk-
irakan menehn anggaran Rp 30
t'iliun akan melibatkan
konsorsium. "Perldraan dananya
bisa mebbih Rp 30 tlllun, I€hu
ruas ke BubbngTimur dibmbah.

Sekarang masyarakat harus mend
ukung program pembangunan tol
ini. Supaya jalur- jalur pereko-
nomian masyarakat bisa dibuka
aksesnya," hndas Sudikerta.

Apahgi, menurut Sudikerta,
poh pembangunan ruas tol ini
nanti tidak akan dilakukan
pembebasan hhan yang banyak
Karena akan dihkukan poh pem-
bangunan dengan model jalan
hfang. tahn tol iniakan dibangun
menggunakan ruas jahn beniang
sehingga lahan tidak banyak
beralih fungsi. Selain itu pe-
mandangan dan benang ahm
seperti persawahan tidak ters-
enirh pembangunan. Seperti di
Beringkit Badung-Sakah Gianyax,
sawah-sawah direncanakan
tertah dan tidak beralih fungsi.
"Kita bangun &ngan pola jalan
hyang supaya tidak teriadi alih
fungsl hhan," tegas pria asal Desa
Pecau! Kecamatan Kuta Sehtan,
Badung, ini. 6 nat
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Pemkab Karangasem akUi keSUlitan itu mengacu Lembaran Dae-

,, ffienyertifikatkan tahan SD karena il!{:""""'Hi '.ilJ"}f"?%:?lil:
diserahkan tanpa disertai pipit dan masih ::i"'.tfiif;tlJ-"J1#ii'Hff;

atas na ma desa setempat. Sehingga i:i:frpr"ff;Xiilti*.t"ii?iflf31
sempat jadi temuan BPK. seb-agaipenukrr.

*"Ji$u,1"\umf#ffi'#i!
AMLAPURA, NusaBali

Setidaknya ada 220 lahan s_ih milik desai'katanya. Setelah itu. Karena dalam bipil rermuat
sekolah dasar (SD) di Karan- {1hi.tqng sebanyak 220 sekolah pemilik lahan perorlngan," ka-
grtsemyanghinggas5atinibelum SD^lahannya bermasalah, dari tanya.
ar,au tanpi bersertifikat. Walau 358 SD yang ada di Karangasem. Kepala Unit Pelaksana Teknis
ar;et tersebut telah diserahkan Rata-rata SD yang berdlri itu, Disdikpora Kecamatan Karan-
Provinsi Bali, dan asetnya telah adalah program Inpres yang gasem I Nyoman Merta men-
trrdata, pihak Pemkab Karan- dtawali tahun7974. - gakui, masih banyak lahan SD
gilsem mengaku kesulitan me- , 

Selama pendataan aset seko- belum bersertifikit. "Ya itu tadi,
nlzertifikatkan lahan SD. lah,-katanya, seluruh Kasek SD karena Provinsi Bali menyerah-

Sebab, Provinsi Bali meny- se-Karangasem telah melapor- kan aset tanpa pipil," katanya.
elahkan tanpa disertai pipil. kan asetnya. Juga terruang d;lam XUpf nisal[pora Kecamaran
L;than tersebut masih'atas Dapodik(datapokokpendidikan). Selat I Gusti Ayu Cede juga men-
nitma desa setempat. Terutanta Jauh sebelumnya Pemkab Karan- gakui, banyali lahan Sp'betum
se'kolah-sekolah yang berdiri gasemmengajukanpenukartanah bersertifikat. "Masih banyak

ati,s.prosram rnpres (instruksi o"iTf,:fiilIi:;:l'fjiffll;"ro 
belum berserririkat, hanya be-

Pl"::rg_enl. Sehingga jadi temuan Inpres No4 p6ndem, XejuratranT berapa telah bersertifikat. Selam
BPK Rl. Kecamatan Karangasem, seluas ini jrfga mengecek lahan-lahan
.- KabagPerlengkapanSetdakab 0,49 hektare aa"n sO N;;;;; mess yang statusnya hak guna
Ka.rangasem lNyoman Dairi men- 4 Penaban, Kelurahan X"i"n- pakaii' kata I Gusti Ayu Gede.
gal<uihalitu.Karenapenyerahan gasem suiu", 0,it h;kt;;;. ,Mengacu hasil tdmuan BPK
asct tanpa disertai penyerahan pengajuannya sesuai Surat Euj tahun 2010 yang didapatkan,
pi1,il, sehingga sulit memproses pati Karangaiem t3Januari l9g3 di a,n12p2ny2: 1.445 aset tanpa
sertifikat.njmikiandiielaskandi No 593.2/Ig8lumum dr; N; Pgllgan yang jelas senilai Rp
Antlapura, Selasa (16/6). 593.3/1.99 /Umum. peneaiuan 30,757 miliar, penggunaan aset

- - 'Bagaimana kami menyerti- yang masih digunakan pejdbat
fik,rtkan, aset yang diserihkan yang telah purnabakti'L89 unit
tanpa disertai penyerahan pipil. senilai Rp 2,206 miliar.
Hanya diserahkan begitu sdja, Sedangkan aset yang tidak
secrangkan tanah.tersebut ma- 

*]ffiillH"};1".;i:fl:H{:i"$i
masih masuk neraca sebanvak
227373 unit senilai Rp 24,377
miliar. Banyak juga aset yang
tidak terdaftar ke dalam daftar
catatan aset sebanyak 416 unit
nilainya Rp 8,047 miliar. Aset
yang diserahkan pemerintah ke
masyarakat sebanyak 6.448 unit,
nilainya Rp 7,304 miliar. 6r k16
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LPI di Badung Banyakyang Sudah Uzur

LAMPU penersng jalan rusak Parah
Kedonganan, Kuta Selatsn, Badung.

. usaaalduoa
di Jalan Rayd Uluwatu

telah dirancang yakni pada
bhun 2016. Rencananya sepe-
rempat dari tohl hmpu yang
akan diperbaiki termasuk
tiang hmpu bila ditemukan
ada kerusakan. Sayangnya, ak
dijehskan seberap.r banyak
membutuhkan anggaran untuk
peremajaan tersebut

Berdasarkan kalkulasi
awal, beber pejabat asal Semb-
ung, Mengwi, satu LPJ bisa
menghabiskan sekibr Rp 6
jub. Besaran itu terhitung dari
hmpu dan perbaikan iiang
yang sudah uzur maupun
rusak.

Sehin dihadaikan dngan
LPf uzu4 Weda juga mengaku
LPJ di Badung Selatan lebih
cepat padam dari Badung
Utara. Hal itu karena naik
turun nya daya listrik di daerah
tersebut "Yangjehs umur LPJ
.di Badung Sehtan memang
lebih pendek. Tiangnya
dimakan korosi," bndasnya.

Weda menambahkan,
selain kendala fasilitas yang
sudah uzur, Dishubkominfo
pun memiliki kendab dabm
hal tenaga teknis di bpangan.
Dari 13. 131 titik LPJ di
Badun& untuk perawat dibn-
gani obh 15 orang Terdiri dari
10 tenaga teknis dan 5 sopin
Sedangkan sarana dan pras-
arananya hanya mengand-
alkan 4 unit pickup buabn
bhun 1993 dan 1996.

"Itu pun mereka kerjakan
manual dengan memakai
tangga. Jadi harap maklum
saja," imbuh Weda. ft as

MANGUPUM, NusaBali
Sering padamnya hmpu pe-

nerang jalan [LPJ] ternyata
disebabkan LPJ banyak yang
sudah uzur alias ua. Tak saja di
Badung Sebbn, kawasan Badung
Utara juga kerap gehp gulih.
Kondisi itu diakui Kepab Dinas
Perhubungan Komunikasi dan
Informatika (DishubkominfoJ
Badrng I Wayan Weda Dharmata.

"LPJ di Badung 

'umlahnya13.131 titik yang tersebar di
enam kecamatan. Tapi sebagian
besar LPI uzur karena dipasang
sebelum tahun 2000," ungkap
Weda, Selasa (1616). Lampu
yang dimakud ada yang masuk
kategori hmpu ruas jalan dan
bmpu s!'ategis.

Menurut Weda, LPJ yang
dipasang mestinya berdasarkan

shndar yang disyaratkan PLN
dan Peraturan ESDM, yakni
umur samDai 15 lahun. Namun
karena umur yang lawas,
sehingga banyak LPJ padam. 'Ada

}rang sejak perbma kali d ipasang
fsebelum ahun 2000) sampai
sekarang belum pernah ada
peremajaan, mahh masih meng-
gunakan hmpu hma. Tak heran
bih kadang hmpu nya sering pad
aml' iehs Weda.

Yang bisa dihkukan saat ini,
imbuhnya, Dishubkominfo
sebatas mehkukan Derawabn
saia. "Yang masih menyah kami
rawat-rawat saia. Makanya kahu
dilihat di hpangan banyaksamb-
ungannF;' kab Weda.

Kapan akan dihkukan oer-
emajian? Weda men jelaskan,
program peremajaan memang

,l

d
F
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Sidang Dugaan Korupsi BBM Bersubsidi

Terdakwa Bantah

Sebagai Pemilik UD Sumber Maju
DENPASAR, NusaBali

Kasus dugaan korupsi Bahan
Bakar Minyak (BBM) bersubsidi
di Jembrana dengan terdakwa
Made Sueca Antara yang meru-
pakan anggota DPRD |embrana
dihnjutkan di Pengadihn Tipikor
DenpasaS, Selasa (1616). Kemarin
sidang mengagendakan pemer-
iksaan mantan anak buah ter&
akwa bernama Asmuri. Mena-
riknya, di akhir sidang terdakwa
mengaku bukan pemilik UD Sum-
ber Maju di manaAsmuri bekerja
sehma ini.

Dalam kesaksiannya di hada-
pan majelis hakim pimpinan
Achmad Peten Silli, Asmuri men-
gaku bekerja di UD Sumber Maju
sebagai sahh saU shfyang bert-
ugas membeli BBM.

Lalu pada 21 September20L3,
Asmuri diangkap polisi saat
akan membeli BBM bersubsidi di
sahh sau SPBU. Saat diangkap,
Asmuri mengaku tidak membawa

rekomendasi pembelian BBM
bersubsidi yang dikeluarkan
Disperindag fembrana. Namun ia
mengaku surat rekomendasi ifu
sudah dipegang pehrgas SPBU.
"Sava biasa beli 216 liter. Pem-
belian ini sudah sekitar sahr tahun
saya jahni," jehsnya. Saat ditanya
majelis hakim siapa pemilik UD
Sumber Maju tempatrya bekerja,
Asmuri hngsung menunjuk terd
alonra.

Namun, diakhir sidang, Sueca
yang dianya terkait keterangan
Asmuri hngsung membantahnya.
Ia mengatakan bukan sebagai
pemilik UD Sumber Maju dan tidak
kenal &ngan Asmuri. "Saya baru
kenal setehh kasus ini ditangani
polisi," ujar terdakwa yang tidak
ditahan dalam kasus ini. Sidang
sendiri akan dilanjutkan pekan
dpan &ngan agenda pemeriksaan
saksi hinnya.

Sueca asal Dusun Sebual Desa
Dangin Tukad Aya, fembrana

dudtrk di kursi pesakitan setehh
didakwa melakukan penyim-
pangan dahm pembelian BBM
bersubsidi mehlui rekomendasi
yang dikeluarkan Dinas Per-
industrian dan Perdagangan (Di-
sperindag) fembrana. Dugaan
penlmpangan ini sendiri terjadi
pada 2012 hlu

Saat itst Sueca yang merupakan
pemilikUD Sumber Maju dngan
stahrs usaha kecil mengajukan
rekomendasi pembelian BBM
bersubsidi untrk industri pengo-
hhan serabut kehpa miliknya.

Meski rekomendasi pemb-
elian BBM tersebut seharusnya
digunakan untuk usaha jenis
mikro, namun Disperindag fem-
brana mehlui Kadis Perindag Ni
Ma& Ayu Ardini tetap mengel-
uarkan rekomendasi pembelian
BBM bersubsidi ini.

Berdasarkan rekomendasi i[t,
Sueca diberikan hak membeli
sohr bersubsidi 300 liter per hari.

TERDAKWA Made Sueca Antara (kiri) jalani
Tipikor Denpasar, Selasa (16/6).
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persidangan di Pengadilan

Dengan rekomendasi ini, Sueca
sudah mehkukan pembelian sohr
sebanyak 45.449,54 liter &ngan
total pembelian Rp 261jua. Akibat
perbuatan terdakwa, negara

(Perbmina) dirugikan Rp 261iuta.
Pasalnya, BBM tersebut harusnya
untuk usaha mikro dan bukan
usaha kecil seperti milik
terdakwa.6rez

ffi
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Sidang Dugaan Korupsi Raskin di Gianyar
DENPASAR, NusaBali

Beberapa kejanggahn terungkap dabm sidang
dugaan korupsi beras 4niskin (raskin) dengan
terdakwa Kaur Kesra Desa Malinggih, Payangan,
GianyaS, Anak Agung Bagus Semaraputra,48, diSaksi Sebut Surat ,z

Pernyataan Warga
Pengadihn Tipikor Denpasar; Selasa (16/6). Di
antaranya, surat pernyatafn warga tidak menerima
raskin yang ternyata dib{{t atas paksaen penyidik
kepolisian. 

I

Hal ini terungkap salt faksa Penuntut Umum
flPU) menghadirkan 7 slksi, yaihr I Made Pegeg
dan Ni Ma& Rurnes (war$a) serta 4 kelian banjar di
Desa Malinggih. Dahm kfterangannya di hadapan
majelis hakim Tipikorpiqlpinan Ahmad Peten Silli,
J<e empat kelian dinas, di Desa Malinggih ini
mengaku semua wargany[ menerima beras miskin
yang dibagikan di lhntort Desa.

Pasalnya, setiap beral miskin ini daang sehlu
diinformasikan oleh tefdakwa yang menjabat
sebagai Kairr Kesra. KQterangan mengejutkan
dilonArkan para kelian diftas ini ketika ditanya soal
surat pernyataan tidak lrrnenerima raskin yang
dibuat obh warganya. Kel{an Banjar Payangan Desa,
Nyoman Cindra mengaklu pembuatan surat per-

Dipaksakan

. NUSABALI/YUOA

SIDANG dugaan korupsi beras miskin dengan
terdakwa AA Bagus Semaraputra, Kaur Kesra Desa
Malinggih, Payangan, Gianyar di Pengadilan Tipikor
Denpasar, Selasa (16/6).

kepada majelis
n penyidik kepolisian
ini. Pasalnya banyak

yang berbeda dengan
iu1 kehadiran penyidik

suratpernyataan
dibuat warga.
akim menghadirkan

Majelis hakim sendiri
rbangkan permohonan
dan akan kembali mel-

anjutlan sidang pada pe mendatang. fr rez

berdasarkan perkiraan
Namun penyidik

tersebut sudah mem
raskin. "f adi penyidik itr r

raskin. Data iubh yang r

Tapi karena warga tidak
bihng iya saja dan hngs
tidak menerima beras m

Di akhir sidang kuasa
Mudita dkk hngsung
hakim unu.rk menghadi
yang membuat BAP
.keterangan saksi di
keterangan di sidang.
kepolisianuntukmempr
tidak menerima raskin

"Kami mohon.maj
penyidik," pinta Mudi
cnasih akan memperti
kuasa hukum

melakukan pendataan
data terkait penerima

bawadatapenerima
nyakan kepada warga.

t jehs, mereka hanya
disuruh tandatangan

in," beber Cindra.
kum terdakwa, Wayan


